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Undang-Undang. Norrlor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan. 	Peraturan 	Peru ndang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah divabah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5650); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6197); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
dalam Negeri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 



10. Peraturan Menteri Dalana Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 8); 

12. Peraturan Bupati Kerinci nomor 22 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 22), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci nomor 1 
tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci (Berita Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG 
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KERINCI 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 
8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2017 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Kerinci Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci (Berita 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1), diubah sehingga Pasal 17 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 17 

Besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD perbulan 
ditetapkan sebagai berikut : 
a. ketua DPRD, sebesar Rp 14.352.000,00 (Empat belas juta tiga ratus lima 

puluh dua ribu rupiah); 
b. wakil ketua DPRD, sebesar Rp 12.623.000,00 (Dua belas juta enarn 

ratus dua puluh tiga ribu rupiah); 
c. anggota DPRD, sebesar Rp 10.380.000,00 (Sepuluh juta tiga ratus 

delapan puluh ribu rupiah). 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 	9US US*-  2021 

KERINCI 

ALAROZAL 

Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal Al 49u Stu s- 	2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI 

k(4'.(VIC1(  ASRAF 
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